SALINAN

WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 215 TAHUN 2019
TENTANG KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur sebagaimana
telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor
70 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan
Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 55 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka perlu adanya
penyesuaian kembali terhadap kode wilayah untuk tata
kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 215 Tahun 2019 tentang
Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah
Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950



(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507 1);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang
Tata Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1282);



Menetapkan :

9.

10.

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);

Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 215 Tahun 2019 tentang
Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah
Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019
Nomor 215) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2023
tentang Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan Di Lingkungan
Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 215 TAHUN 2019 TENTANG
KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal Il

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 215 Tahun 2019

tentang Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 215) yang telah

beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo:
a. Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan Di

Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2021 Nomor 57);



b. Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan Di
Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2023 Nomor 8);

diubah sebagai berikut:

Ketentuan Nomenklatur dalam Lampiran diubah sebagai berikut:

425.010 : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
425.030 : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
425.201 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH
425.024 : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Februari 2025
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN
Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
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